








KESEMBILAN :

KESEPULUH :

KESEBELAS

KEDUA BELAS:

KETIGA BELAS :

KEEMPAT BELAS:

KELIMA BELAS :

KEENAM BELAS:

KETUJUH BELAS:

Dalam hal tidak dilakukan reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal, hasil Penilaian
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan oleh Tim Penilai
digunakan sebagai dasar manajemen untuk membuat
pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai tingkat UAPA, tingkat
UAPPA-E], tingkat UAPPA-W, dan tingkat UAKPA tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Satuan kerja yang telah memiliki Satuan Pemeriksa Internal,
keanggotaan Tim Penilai tingkat UAKPA dapat terdiri atas
unsur Satuan Pemeriksa Internal dan unit kerja lain.

Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam jangka
waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan
tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS
menggunakan aplikasi yang diakses melalui laman
https:/ /pipk.kemenag.go.id.

Standard Operating Procedure penerapan Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran satuan kerja masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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TABEL

A

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
(Matriks Risiko Pengendalian)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:
Akun Signifikan: (Diisi dengan akun signifikan yang telah ditetapkan)

- o . Diisi oleh
Diisi oleh Pemilik Pengendalian
Tim penilai
No | Proses/ Risiko | Nama Aplikasi Pelaksana Dokumen Tipe Atnbut Asers: | Memadai
Transaks: | Utama | Pengendalian | Pendukung | Pengendalian | Pendukung | Pengendalian | Pergendahan Ya/Tidak
Utama Utama
(1) (2 @) (4) ) (6) (7 (8) ©) (10) (11)

Paraf Pemilik Pengendalian /Tanggal:

Simpulan: Cukup/Tidak Cukup*
Usulan Koreksi (feed back) **:

Penilaian
1.
2.

Kelemahan Rancangan bila manajemen tidak memperbaiki***:
Proses /Transaksi Utama .....coeves eecvicvrcncsnsisns
Dst.

Paraf Tim Penilai/Tanggal:

Keterangan: Kolom (1) s.d. (10) diisi oleh Pemilik Pengendalian sedangkan Kolom (11), *, dan
** diisi Tim Penilai.

(1):
(2):
3):
(4):

(5):
(6):
(7):
(8):

©)
(10)

diisi nomor urut.
diisi proses/transaksi utama yang terkait akun signifikan tersebut.
diisi risiko utama pada proses atau transaksi.
diisi dengan Nomor pada kolom (1) diikuti tanda hubung (-) diikuti bentuk aktivitas
pengendalian seperti pengendalian akses, pemeriksaan fisik, persetujuan, reviu atas
persetujuan, validasi, monitoring, inventarisasi,penelitian lebih lanjut, klarifikasi,
verifikasi keakuratan akun, rekonsiliasi.
Contoh: 1-Validasi, 2 Rekonsiliasi, 3 Validasi,
Rekonsiliasi, 7-Validasi, dan sebagainya.
Catatan: Perhatikan contoh, terdapat 3 (tiga) validasi yang dibedakan satu sama lain
dengan nomor sehingga terdapat Nama Pengendalian Utama 1-Validasi, 3-Validasi, dan
7 - Validasi
diisi aplikasi yang khusus, misal: SAKTI, SIMAK BMN, SPAN, dll
diisi pemilik pengendalian
diisi dokumen terkait, misal: kuitansi, kontrak, SPM, SP2D, dll
diisi dengan tipe pengendalian dengan rincian:
a. Manual
b. Aplikasi
c. ITDM (IT Dependent Manual)
d. Pengendalian Umum TIK
: diisi dengan nama Atribut Pengendalian
: diisi jenis asersi terkait: Completeness, Existence and Occurance, Valuation and
Allocation, Rights and Obligation, Presentation and Disclosure.

4-Monitoring, S-Klarifikasi, 6-
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BAB III
PENUTUP

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dilakukan oleh
seluruh entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan pada satuan kerja pada
Kementerian Agama dalam memberikan keyakinan yang memadai terhadap
keandalan laporan keuangan serta efektivitas proses dan prosedur dalam
menghasilkan laporan keuangan.

Tujuan keandalan pelaporan keuangan yaitu meliputi pemenuhan terhadap
aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang
telah ditetapkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan efektivitas proses dan prosedur penyusunan laporan keuangan
memberikan jaminan bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan laporan
keuangan secara memadai dapat diyakini tidak ada hal material terkait
manipulasi, kolusi, pengabaian perintah, penggelapan nilai, ketidakotentikan,
dan moral hazard lainnya baik dalam proses penyusunan laporan keuangan
maupun unsur pendukung laporan keuangan seperti dokumen sumber
pencatatan, hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, penggunaan kewenangan, dan hal-hal lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada
Kementerian Agama merupakan upaya deteksi dini pada temuan risiko atas
adanya berbagai unsur kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan
sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah upaya perbaikan. Dengan
adanya upaya tersebut Laporan Keuangan Kementerian Agama yang dihasilkan
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab/ Statement of Responsibility oleh
Menteri Agama sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala Satuan Kerja sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran benar-benar menggambarkan secara lengkap dan
memadai atas seluruh transaksi keuangan yang terjadi bahwa seluruh transaksi
telah dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah
dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan, dan
telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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10.

11.
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Lajnah Pentashihan Al-Qur'an

Pengarah Kepala Satuan Kerja
Ketua Kepala Bidang
Anggota 1. Jabatan Fungsional (3 orang)

2. Pelaksana (3 orang)

Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional

Pengarah Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Kepala Bidang
Anggota 1. Jabatan Fungsional (1 orang)

2. Pelaksana (3 orang)

Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji/Balai Litbang/Balai Diklat/Unit

Percetakan Al Qur’an

Pengarah Kepala Satuan Kerja
Ketua Kepala Subbagian Tata Usaha
Anggota 1. Jabatan Fungsional (2 orang)

2. Pelaksana (2 orang)

Atase KBRI di Jeddah

Pengarah Kepala Bagian Umum pada Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Ketua Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
Anggota 1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (2 orang)
2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
(1 orang)

3. Pelaksana (1 orang)

Madrasah

Pengarah Kepala Satuan Kerja

Ketua Kepala Urusan Tata Usaha

Anggota 1. Jabatan Fungsional (1 orang)
2. Pelaksana (2 orang)

Catatan:

Untuk Madrasah, komposisi Tim Penilai dapat menyesuaikan dengan
kondisi sumber daya manusia berdasarkan kebijakan pimpinan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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No.

7

Aktivitas

Mengarsipkan Laporan
Hasil Penilaian PIPK yang
sudah ditindaklanjuti
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Pelaksana
Itjen Ketug Tl.m TlI:l’l . Tim Tim Penilai
Penilai Penilai .
/ Kemen- Kemen.- Penilai Satuan
APIP . . Eselon 1 Kerja
terian terian

Kelengkapan

Mutu Baku

Laporan Hasil Penilaian PIPK tingkat

of ] Kementerian

Waktu

30
menit

Output

Laporan Hasil
Penilaian PIPK
tingkat Kementerian

Ket.
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